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ABSTRAK

Dalam sistem penjualan terdapat berbagai macam cara salah satunya
adalah sistem konsinyasi yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal
penitipan barang untuk diperjualbelikan. Dalam kerja sama konsinyasi diawali
dengan adanya kesepakatan untuk melakukan pembagian keuntungan, tetapi
terkadang kesepakatan tersebut tidak ditepati oleh salah satu pihak dengan akad
yang telah ditentukan. Sebagaimana yang terjadi pada Toko Andi Pasar
Pringsewu. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik
pembagian keuntungan dalam kerjasama konsinyasi penjualan makanan di toko
Andi Pasar Pringsewu? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang praktik
pembagian keuntungan dalam kerjasama konsinyasi penjualan makanan di toko
Andi? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pembagian
keuntungan dalam kerjasama konsinyasi penjualan makanan di toko Andi dan
mengetahui Tinjauan Hukum Islamnya.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field reseach).
Yang dilakukan di toko Andi pasar Pringsewu. Metode pengumpulan data dengan
cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif-deskriptif dengan menggunakan
metode berfikir deduktif.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah praktik pembagian keuntungan
konsinyasi ini antara pemilik toko dan supplier sepakat memberikan harga Rp.
4500 dari pihak supplier kepada toko_dan pemilik toko memberikan harga Rp.
5000 kepada pembeli. Tetapi yang terjadi dilapangan terdapat ketidaksesuaian
dengan penetapan harga yang telah ditentukan antara pemilik-toko dan supplier,
pemilik toko menaikan harga menjadi Rp.6000 tanpa sepengetahuan supplier., hal
ini tentu merugikanwpihak supplier karena.barang tidak cepat laku karena
dinaikkan terlalu mahal."Didalam Islam®secara praktik yang terjadi pada toko
Andi Pasar Pringsewu ini tentu saja melanggar dari akad yang yang telah
ditentukan dan melanggar prinsip berdagang dalam Islam, selain itu juga juga
mengandung unsur-unsur kedzaliman dan ketidakjujuran. Karena tidak sesuai
dengan kesepakatan diawal sehingga salah satu pihak dirugikan dalam sistem
konsinyasi ini yaitu pihak supplier atau pengirim barang di toko Andi Pasar
Pringsewu.
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“Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa
kepada Allah, Tuhannya. ” (Q.S. Al-Bagarah : 283)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami makna
yang terkandung dalam skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah-
istilah yang terkandung dalam judul. Judul skripsi ini adalah “Tinjauan
Hukum Islam Tentang Praktik Pembagian Keuntungan Dalam Kerja
Sama Konsinyasi Penjualan Barang” (Studi Kasus di Toko Andi
Pasar Pringsewu). Beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan adalah
sebagai berikut :
1. Tinjauan
Tinjauan dalam “kamus besar bahasa Indonesia” mempunyai
arti pandangan atau pendapat. Secara istilah® tinjauan adalah
“pemeriksaanyang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data,
pengolahan, analisa, dan penyajian yang dilakukan secara sistematis
dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan.’
2. Hukum Islam
Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan
wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallah

yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua yang

'Hasan Alwi, Dendi Sugono, Telaah Bahasa dan Sastra (Jakarta: Yayasan Obor)
Indonesia, 2002), 6.



beragama Islam, yang semuanya terkandung yang bersumber pada Al-
Qur’an dan Sunah baik ketetapan langsung maupun tidak langsung 2,
3. Kerja sama konsinyasi
Kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal penitipan barang
untuk diperjual belikan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha
tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.® Dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia konsinyasi diartikan sebagai kegiatan
penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijualkan
dengan pembayaran kemudian (jual titipan).®
Berdasarkan uraian dari beberapa istilah, bahwa yang dimaksud
dengan judul proposal ini adalah bagaimana pandangan Hukum Islam
mengenai praktik pembagian keuntungan dalam kerja'sama konsinyasi
penjualan-barang yang terjadi di Toko Andi Pasar Pringsewu.
B. Latar BelakangMasalah
Muamalah merupakan suatu bentuk aturan dan diciptakannya
Allah SWT guna mengatur hubungan manusia dengan makhluk lain dalam
kehidupan ini, demi memperoleh semua keperluan dan keinginan dengan
cara paling baik diantaranya yaitu dengan sistem bagi hasil.
Kegiatan penjualan merupakan bagian dari pemasaran. Pemasaran
adalah salah satu bentuk muamalah yang dibenarkan dalam Islam,

sepanjang dalam segala proses transaksinya terpelihara dari hal- hal yang

?Buyana Shalihin, Kaidah Hukum Islam (Yogyakarta:Kreasi Total Media, 2016), 11.

*Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figih Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), 218.

*Departemen Pendidkan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:
PT.Gramedia Pustaka Utama, 2011), 995.

*Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 125.




terlarang oleh ketentuan syariah. Sepanjang hal tersebut dapat dijamin, dan
penyimpangan prinsip- prinsip muamalah Islami tidak terjadi dalam suatu
transaksi atau dalam proses suatu bisnis, maka bentuk transaksi apapun

dalam pemasaran diperbolehkan.®

Aktivitas penjualan memegang peranan yang sangat penting
dalam perusahaan. Penjualan adalah salah satu indikator bagi
keberhasilan suatu perusahaan. Melalui penjualan, perusahaan akan
memperoleh pendapatan atau pemasukan yang akan digunakan untuk
menunjang kegiatan- kegiatan perusahaan lainnya. Oleh karena itu,
perusahaan harus menentukan kebijakan dan prosedur yang akan
diikutinya untuk memungkinkan dilaksanakannya rencana.penjualan
yang telah ditetapkan. Salah satu kebijakan penjualan yang perlu
ditentukan oleh perusahaan adalah kebijakan mengenai strategi
dalam penjualan-produk. Penjualan produk dapat dilakukan dengan
beberapa cara, antara lain penjualan secara tunai, kredit, cicilan,

maupun penjualan secara konsinyasi (titip jual).

Penjualan konsinyasi adalah pengiriman atau penitipan barang
dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan
dengan memberikan komisi. Hak milik atas barang, tetap masih
berada pada pemilik barang sampai barang tersebut terjual. Sistem

penjualan konsinyasi ini dapat dipakai untuk penjualan semua jenis

®Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syariah Marketing, (Bandung: Mizan
Pustaka, 2008), Cet. ke- 4, h. 27.



produk.” Dalam hubungan dengan penjualan konsinyasi, pihak yang
menyerahkan barang (pemilik) disebut pengamanat (consignor).
Sedangkan, pihak yang menerima titipan barang disebut komisioner

(consignee).?

Pada sistem penjualan konsinyasi ini, pihak pengamanat
(consignor) menetapkan perjanjian mengenai penyerahan hak atas
barang dan juga hasil penjualan barang- barang konsinyasi.
Komisioner (consignee) bertanggung jawab terhadap barang- barang
yang diserahkan kepadanya sampai barang- barang tersebut terjual
kepada pihak ketiga. Komisioner berhak memperoleh penggantian

biaya dan imbalan atas penjualan barang tersebut.

Transaksi dengan" cara “penjualan konsinyasi. mempunyai
keuntungan- keuntungan tertentu dibandingkan dengan penjualan
secara langsung. Salah satu keuntungan penjualan konsinyasi adalah
perusahaan dapat memperluas daerah pemasaran produknya.
Semakin luas daerah pemasaran, maka semakin terbuka peluang bagi
perusahaan untuk meningkatkan penawaran atas produknya.
Selanjutnya, hal ini memungkinkan bagi perusahaan untuk
meningkatkan jumlah penjualan produk. Secara tidak langsung,

penjualan konsinyasi mendorong pengembangan usaha bagi

"Utoyo Widayat, Akuntansi Keuangan Lanjutan: Ikhtisar Teori dan Soal, (Jakarta: LPFE
Ul, 1999), Ed. Revisi, h. 125.

® Arifin, Pokok- Pokok Akuntansi Lanjutan, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), Ed.
ke- 3, Cet. ke-1, h. 148.



perusahaan, karena peningkatan jumlah penjualan merupakan salah
satu indikator dalam pengembangan usaha.

Salah satu praktik konsinyasi yang dilakukan di Toko Andi ini
selain penitipan barang juga mencari agen distributor untuk mendapatkan
barang untuk dijual kembali kepada konsumen. Toko Andi di Pasar
Pringsewu ini tidak hanya barang dari distributor saja yang masuk
kedalam toko tersebut, ada juga sebagian produk usaha home made yang
dititipkan berupa roti, kripik pisang / singkong, dan kerupuk di Toko Andi
Pasar Pringsewu ini.

Kerja sama bagi hasil konsinyasi yang terjadi di Toko Andi Pasar
Pringsewu ini merupakan bentuk kerja sama antara pemilik toko dengan
supplier penyedia barang. Barang yang dikirimkan berupa makanan, usaha
makanan ini-.merupakan hasil buatan rumah (home made). Supplier
melakukan_ pengecekan terhadap kualitas'makanan seminggu sekali untuk
melihat apakah terdapat makanan yang sudah memasuki masa kadaluarsa
dan melakukan restock makanan yang telah habis.

Adapun terkait pembagian keuntungan pada konsinyasi ini sesuai
dengan akad yang telah disepakati bahwa penjual mengambil untung
sebesar 10% dari harga Rp.4500 yang diberikan penyedia barang dan
dijual dengan harga Rp.5000 kepada pembeli, tetapi pembagian
keuntungan yang terjadi dilapangan penjual menaikkan harga menjadi
Rp.6000 tanpa sepengetahuan penyedia atau pemasok dari barang tersebut

sehingga tidak menepati akad yang telah ditentukan. Berdasarkan latar



belakang diatas penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam
sebuah penlitian yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang
Praktik Pembagian Keuntungan Dalam Kerjasama Konsinyasi
Penualan Barang”.
. Fokus dan Subfokus Masalah
1. Fokus Penelitian
Fokus dari penelitian ini vyaitu tentang praktik pembagian
keuntungan dalam penitipan barang di masyarakat dan hukumnya
dalam figh muamalah.
2. Subfokus Penelitian
Subfokus Penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Praktik kerja sama konsinyasi dalam pandangan hukum Islam
b. Bagaimana tinjauan hukum Islam.dalam kerjasama bagi hasil
konsinyasi
. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari uraian latar belakang, mulai nampak jelas bahwa
peneliti merumuskan pokok masalah untuk dijadikan penelitian secara
ilmiah, yaitu sebagai berikut :
1. Bagaimana praktik pembagian keuntungan dalam kerjasama
konsinyasi penjualan barang di Toko Andi Pasar Pringsewu?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pembagian keuntungan atas
kerjasama konsinyasi penjualan barang di Toko Andi Pasar

Pringsewu?



E. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah diatas yang dimaksud tujuan
penelitian pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembagian keuntungan dalam
kerjasama konsinyasi penjualan barang di Toko Andi Pasar Pringsewu.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang bagi hasil
atas kerjasama konsinyasi penjualan barang di Toko Andi Pasar
Prinsewu.

F. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini-adalah sebagai ilmu pemgetahuan untuk
pengembangan kajian Hukum Islam  dalam.~Muamalah guna
memberikan pemahaman - kepada=masyarakat mengenai praktik
pembagian keutungan dalam kerjasama konsinyasi penjualan barang.
Selain itu diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca dan
penulis sehingga memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai bahan bacaan baru,
bagi yang memperlukan baik dari mahsiswa/mahasiswi Fakultas
Syariah Universitas Raden Intan Lampung. Penelitian ini juga
dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah

Universitas Islam Raden Intan Lampung.



G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
Didalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil pnelitian yang
telah dibuat sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, untuk
menghindari terjadinya penelitian ulang dengan penelitian-penelitian
sebelumnya yang telah diteliti, jadi peniliti mempertegas perbedaan dan
persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya:

1. Skripsi yang ditulis olen Windarti program studi Hukum Ekonomi
Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang berjudul,
“Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi Di Kantin
Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo” dengan
kesimpulan menurut hukum Islam akadnya sah karena kedua belah
pihak telah sepakat; fetapi’ kurang sesuai dengan etika bisnis.’
Persamaan. dari skripsi ini adalah dengan peneliti‘bahas yaitu sama-
sama membahas. praktik konsinyasi®dan_perbedaan terdapat pada
kurang sesuainya dengan prinsip etika bisnis sedangkan yang peniliti
bahas adalah mengenai praktik pembagian hasil konsinyasi.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nor Kumala Sari program studi Ekonomi
Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang
berjudul, “Budaya Pembagian Keuntungan Usaha Kue Tradisional
Dalam Masyarakat Banjar Di Kota Palangka Raya” dengan
kesimpulan dalam budaya pembagian keuntungan usaha kue di Kota

Palangkaraya masih memiliki banyak kekurangan dari etika bisnis dan

% Windarti, Perspekttif Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi Di Kantin Pondok
Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo, (Skripsi Program Studi Hukum Ekononi
Syariah IAIN Ponorogo, 2020)



nilai-nilai akhlak dalam Islam yang dapat dijadikan prinsip utama
dalam melaksanakan aktivitas bisnis yang merupakan syarat moral
Islam.'® Persamaan dari skripsi ini adalah dengan yang peneliti bahas
yaitu sama-sama membahas tentang pembagian keuntungan konsinyasi
dan perbedaan ada pada moralitas masyarakat dari segi kerjasama
masih banyak kekurangan dari etika berbisnis sedangkan peneliti
mengenai praktik pembagian keuntungan konsinyasi.

3. Skripsi yang ditulis oleh Elabe Pinti program studi Ekonomi Islam
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang
berjudul, “‘Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi Dalam Mengembangkan
Usaha Pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pangan Kota
Pekanbaru Ditinjau ‘Menutut Ekonomi Islam”, dengan Kkesimpulan
pelaksanaan akad pada IKM Pangan Pekanbaru belum sesuai dengan
syariat_Jslamkarena terdapat tindakansywan prestasi (pelanggaran
perjanjian) yang menyebabkan kerugian bagi pengusaha IKM Pangan
Pekanbaru.'* Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama membahas
tentang penitipan barang konsinyasi, dan perbedaan ada pada
pelanggaran akad dengan melakukan wan prestasi (pelanggaran
perjanjian) sedangkan yang peneliti bahas adalah mengenai praktik

kerjasama pembagian hasil konsinyasi.

% Nor Kumala Sari, Budaya Pembagian Keuntungan Usaha Kue Tradisional Dalam
Masyarakat Bajar Di Kota Palangka Raya, (Skripsi Studi Ekonomi Syariah 1AIN Palangka Raya,
2020)

1 Elabe Pinti, Pelaksanaan Konsinyasi Dalam Mengembangkan Usaha Pada Industri
Kecil dan Menengah (IKM) Pangan Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam, (Skripsi
Program Studi Ekonomi Islam Syariah dan Illmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2013)
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H. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara atau mekanisme dalam penelitian
untuk mengumpulkan informasi dan data, sehingga dapat dijadikan suatu
aspek yang paling penting dalam melakukan penelitian. Untuk metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis penelitian diklasifikasikan menjadi penelitian lapangan (field
research). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan
dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya, yaitu penyelidikan
empiris dengan menggunakan data konkret. Penelitian lapangan dapat
dilakukan dengan cara melibatkan diri pada objek riset atau tanpa
melibatkan diri padarobjek riset.**

Adapun_dalam hal ini, penelitian-turun langsung meneliti ke
lapangan yaitu.di_ Toko Andi Pasar-Pringsewu untuk meneliti tentang
bagi hasil atas kerjasama konsinyasi penjualan barang yang mereka
lakukan di Toko Andi.

b. Adapun penelitian ini adalah bersifat deskriptif-analisis, yang
dimaksud adalah dengan memaparkan sumber data yang berkaitan
dengan pembahasan, kemudian dikaji dan selanjutnya dianalisis

menggunakan kerangka teori yang sudah dibangun.

12 Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, Kamus Istilah Karya Tulis limiah,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 183.
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2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah suatu data yang diperoleh dari sumber data itu
sendiri. Sumber data dalam penelitian ini adalah data lapangan.
Sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data
primer dan data sekunder.
a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber
pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian
ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian
langsung.*® Data primer bersumber langsung dari 3 orang yaitu Joko
sebagai penyedia barang (supplier), Andi sebagai pemilik toko dan
Dimas sebagai pembeli.

b. Data Sekunder

Data Sekunder~ adalah teknik pengumpulan data riset, yaitu
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku,
majalah, makalah dan sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi
yang dimaksud. *Adapun sumber data ini didapat melalui riset dari
buku maupun internet atau jurnal seperti Buku karangan Hendi
Suhendi “Figh Muamalah”, Buku karangan Kholaf Abdul Wahab

“Ilmu Ushul Figh”, Buku karangan Mardani “Figh Ekonomi Syariah”.

3 Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metode Penelitian, (Bandung: CV. Mandar
Maju, 2020), 73.
4 Muhammad Pabundu Tika, Metodelogi Riset Bisnis, (Jakara: Bumi Aksara, 2006), 58.
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3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah
menggunakan beberapa pendekatan antara lain yakni :
a. Observasi
Observasi adalah teknik pengumupulan data dengan melakukan
pengamatan langsung pada obyek penelitian. *°
b. Wawancara
Interview atau sering juga disebut dengan wawancara atau
kuisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh
pewawancara (Interviewer) untuk memperoleh informasi dari
terwawancara.'® Interview ini dilakukan guna mendapatkan
informasi secaratlangsung dari pihak-pihak yang terkait. Pihak-
pihak yang terkait dalam penelitian.ini adalah.pihak pemilik toko,
1 pembeli;.dan supplier yang-melakukan kerjasama bagi hasil
penitipan barang konsinyasi di Toko Andi Pasar Pringsewu.
c. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau
variable berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,
agenda dan sebagainya.'” Dokumentasi ini dilakukan dengan cara
mengumpulkan informasi data dan fakta yang terkait dengan

masalah yang ditelitidalam penelitian ini. Yang diteliti mengenai

1> Didin Fatihudin, Metode Penelitian, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), 119.

'° Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 2006), 198.

' Ibid, 188.
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kependudukan, demografi, monografi, serta melampirkan foto-foto

yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengolahan Data

Tahap selanjutnya setelah semua data telah terkumpul adalah
mengolah data, adapun metode pengolahan data dalam penelitian
ini sebagai berikut :

Pemeriksaan Data (editing)

Editing dalam hal ini adalah untuk memperiksa dan
mengoreksi kembali terhadap data-data dan sumber-sumber yang
telah diproses, yang kemudian dapat dibenarkan apabila terdapat
kalimat atau kata yang tidak sesuai dengan penelitian ini.

. Sistematika Data.(systematizing)

Melakukan pengecekan terhadap data ataurbahan-bahan yang
telahediperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai
dengan klasifikasi data yang diperoleh.

Penandaan Data (coading)

Penandaan data (coading) adalah mengklarifikasikan jawaban-
jawaban dari para responden ke dalam kategori-kategori. Biasanya
klarifikasi dilakukan dengan cara memberi tanda atau kode

berbentuk angka pada masing-masing jawaban.®

'8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, Edisi Revisi 11, Cet ke 4, 1998), 145.
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5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul langkah selanjutnya adalah
mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode
analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan
kajian peneliti yaitu tinjauan hukum Islam tentang praktik pembagian
keuntungan dalam kerja sama konsinyasi penjualan barang dengan
menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Dengan menggunakan
deskripif untuk mengetahui agar dapat memberikan pemahaman
mengenai bagaimana pembagian keuntungan konsinyasi dalam
perspektif hukum Islam.

Metode berfikir dalam penelitian ini adalah menggunakan metode
deduktif. Metode deduktif-yaitu metode pengambilan Kkesimpulan
dengan berdasarkan prinsip-prinsip..yang bersifat umum dan
diterapkan kedalam gejala-gejala.yang Khusus.

l. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan sitematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri
dari tiga bagian yaitu:

Pertama, bagian awal skripsi yang terdiri dari: sampul skripsi,
halaman judul, abstrak, pernyataan, persetujuan, pengesahan, motto,
persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel
dan daftar lampiran. Sebagai langkah selanjutnya pembahasan dalam
penelilitian ini dibagi menjadi 5 bab, setiap bab terdiri dari sub bab

berikutnya merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Untuk

14
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mendapatkan gambaran mengenai penelitian ini  penulis akan
menguraikan sistematika pembahasan, yaitu:

Bab | pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab, vyaitu:
Penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitan manfaat penelitian, kajian
penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan,
ini adalah kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan di bab
selanjutnya.

Bab Il bab ini berisi landasan teori terkait hukum Islam tentang
Akad dalam Islam yang digunakan sebagai analisis terhadap data yang
diperoleh dilapangan yaitu meliputi: Definisi Konsinyasi (titip jual)
dalam Islam, dasar thukum; rukun dan syarat upah, macam-macam
akad Konsinyasi, prinsip-prinsip titip jual, macam-macam titip jual.

Bab Il dalam skripsi inisberisikan tentang deskripsi objek
penelitian yang terdiri dari sejarah dan gambaran umum, visi misi
letak geografis, serta bagaimana pelaksanaan pembagian keuntungan
Konsinyasi dalam Toko Andi pasar Pringsewu.

Kemudian dilanjutkan Bab IV yang merupkan inti pembahasan
dalam penelitian dimana penelitian berharap menentukan fakta-fakta
dan data-data sebagaimana yang telah disajikan pada bab III.

Kemudian Bab V yang meliputi kesimpulan dan rekomendasi

dan yang terakhir berisikan tentang daftar pustaka dan lampiran.
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BAB |1
LANDASAN TEORI

A. Akad Menurut Hukum Islam
1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab al-‘agd yang secara etimologi
berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan.'® Pertalian ijab qabul
(pernyataan melakukan ikatan) dan gabul (pernyataan menerima
ikatan), sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh pada objek
perikatan. Menurut bahasa, Agad mempunyai beberapa arti, antara
lain:?

a. Mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali_ dan.mengikat
salah satunya dengan yang.lain sehingga bersambung,
kemudian keduanya menjadi sebagaisepotong benda.

b. Sambungan, yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu
dan mengikatnya.

c. Janji sebagaimana firman Allah SWT, Q.S Ali-Imran (3) : 76

Gl Eg dl OB a5 Lledgn a3l e

“Sebenarnya siapa yang menepati janji (vang dibuat)nya dan
bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
bertakwa.” (Q.S. Ali-Imran :76).

19 Nasrun Harun, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 97.
20 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Figh Muamalat), (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 101.
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Istilah dalam Al-Quran mengacu pada pertanyaan seorang
mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain,
perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak
lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruhterhadap janji
yang dibuat orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali-
Imran ayat : 76, bahwa janji tetap mengikat oranng yang

membantunya.*

Akad menurut istilah adalah ketertarikan keinginan diri dengan
sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu
yang disyari’atkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan
dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi

dirinya sendiri atau bagi orang lain.dengan kata harus.*

Dalam istilah figih, secara umum akad berarti suatu yang menjadi
tekat seorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak,
seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak,
seperti jual beli, sewa-menyewa, wakalah dan gadai. Secara khusus
akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran atau atau
pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan
kepemilikan) dalam lingkup yang disyari’atkan dan berpengaruh dalam
sesuatu. Istilah (perjanjian) dalam hukum Indonesia di sebut (akad)

dalam hukum Islam.

21 1hi
Ibid,. 84.
22 Sohari Ruf’ah, I Figh Muamalah, (Bogor: PT. Raja Grafindo Persada, 1979), 92.
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Kata akad berasal dari kata al-Aqd, yang berarti mengikat,
menyambut atau menghubungkan (ar-rabt). Menurut Mustafa az-Zarqa,
dalam pandangan syara suatu akad merupakan ikatan secara hukum
yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama
berkeinginan untuk mengikat diri. Kehendak atau keinginan pihak-
pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karna
itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam
suatu pernyataan itulah yang disebut ijab dan gabul. Pelaku (pihak)
pertama di sebut mu jib dan pelaku (pihak) kedua disebut gaabil

2. Macam-macam Akad
Akad banyak macamnya dan berlainan namanya serta hukumnya,
lantaran ~ berlainan 1 obyeknya, masyarakat atau agama telah
memberikan nama-nama itu untuk membedakan. yang satu dan yang
lainnyaPararulama mengemukakantbahwa akad itu bisa di bagi dari
berbagai segi keabsahan menurut syara’, maka akad terbagi menjadi
dua yaitu akad shahih dan akad tidak shahih.** Menurut syara’ dapat
dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya :
a. Akad Sahih yaitu akad yang memenuhi rukun syarat. Hukum dari
rukun syarat ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang

ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang

2M.Ali Hasan, Berbagi macam teransaksi dalam Islam (Figh Muamalat), (Jakarta :
PT.Raja Grafindo Persada,2003), 102-103.

24 Wahbah Az-zuhaili, figih Islam Wa Adillathuhu, Jilid V, penerjemah : Abdul Hayyie
Al-Kattani, (Jakarta) : Gema Insani, 2011 ), 231.
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berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad sahih ini
menjadi dua macam vyaitu:*

1) Akad Nafis (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang
dilangsungkan sesuai dengan rukun syaratnya dan tidak ada
penghalang untuk melaksanakannya.

2) Akad Mauquf yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang
cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk
melangsungkan dan melaksanakan akad itu. Dilihat dari segi
mengikuti atau tidaknya, para ulama figih membagi dalam dua
macam:

a) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang
berakad, sehingga salah. satu pihak tidak boleh membatalkan
akad itu tanpa seizin pihak lain.

b) _Akad yang tida bersifat.mengikat bagi pihak-pihak yang
melakukan akad, seperti dalam akad al-wakalah (perwakilan),
al-ariyah (pinjam meminjam), al-wadi’ah (barang titipan).

b. Akad yang tidak sahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada
rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak
berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad.
Ulama Hanafiyah membagi dua macam yaitu akad yang fasad dan
akad yang batil. Akad yang batil adalah akad yang tidak memenuhi

salah satu rukun atau terdapat larangan dari syara’. Sedangkan

% Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 108.
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akad fasad adalah akad pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang
diadakan tidak jelas. Selain itu, akad juga dapat dilihat berdasarkan
maksud dan tujuan akad yakni:
1) Kepemilikan
2) Menghilangkan kepemilikan
3) Perikatan, yaitu larangan kepada seorang untuk beraktivitas
seperti orang gila atau orang yang terppengaruh obat-obatan
terlarang.
4) Memutlakan, vyaitu seseorang mewakilkan secara mutlak
kepada wakilnya.
5) Penjagaan.
3. 'Rukun dan Syarat Akad
Rukun. Akad setelah diketahui bahwa akad:merupakan suatu
perbuatan yang sengaja dibuat oleh.dua orang atau lebih berdasarkan
keridhaan masing-masing maka timbil bagi kedua belah pihak haq dan
iltizamyang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ini mempunyai 4
pengertian diantaranya ialah sebagai berikut:

a. Aqid ialah orang-orang yang berakad, terkadang masing-masing
pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang,
seorang yang berakad terkadang orang memiliki hak. Ulama figh
memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh

aqid, antara lain:*®

*®Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 68.
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1) Ahliyah keduanya memiliki kecakapan dan keputusan untuk
melakukan transaksi, biasanya mereka akan memiliki ahliyah
jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal. Berakal disini ialah
tidak gila sehingga mampu memahami ucapan-ucapan orang-
orang Ahliyah, melakukan transaksi. Biasanya mereka akan
normal, sedangkan mumayyiz disini artinya mampu membedah
antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak
berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.

2) Wilayah, wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan
seseorang yang mendapat legalitas syar’i untuk melakukan
transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut
memang merupakan pemilik asli, wali atauwakil atas suatu
objek transaksi sehingga ia memiliki hak.dan otoritas untuk
mentransaksikannya. Dan_yang penting orang melakukan akad
harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan
pilihannya secara bebas.

b. Maudhu’al’aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad,
berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.

c. Sighat al’aqdialah ijab dan gabul, ijab ialah permulaan penjelasan
yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran
kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan gabul, perkataan
yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan seyelah

ijab.
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d. Mau’qud’alaih ialah benda-benda yang diakadkan. Syarat Akad
setiap pembentuk agad atau akad syarat yang ditentukan syara’ yang
wajib diempurnakan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi
dalam berbagai macam agad yaitu:*’

1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), tidak
sah akad orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan
(mahjur) karena boros atau lainnya.

2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.

3) Akad itu diizinkan oleh syara’, dilakukan oleh orang yang
mempunyai hak yang melakukannya walaupun dia bukan akid
yang memiliki barang.

4) Adgad tidak dilarang syara’.

5) ljab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi gabul,
ljab dan-gabul berambung.jika berpisah sebelum adanya gabul
maka batal.

6) Akad dapat memberikan faedah atau manfaat.

Menurut mazhab Hanafi, syarat yang ada dalam akad dapat
dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu: %

a. Syarat sahih yaitu syarat yang sesuai dengan substansi akad,

mendukung dan memperkuat substansi akad yang dibenarkan

oleh syara atau yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat.

2 |hid, 44

?Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah, 63-64
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b. Syarat fasad adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu
kriteria yang ada dalam syarat shahih. Dalam arti, ia tidak
sesuai dengan substansi akad atau mendukungnya, tidak ada
nash yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat, dan syarat itu
memberikan manfaat bagi salah satu pihak.

c. Syarat batil adalah syarat yang tidak memenuhi kriteria syarat
shahih dan tidak memberikan nilai manfaat bagi salah satu
pihak. Akan tetapi, dapat menimbulkan dampak negatif bagi

salah satu pihak.

4. Akibat atau Dampak Akad

Menurut para ulama figih, setiap akad mempunyai akibat hukum,
yaitu tercapainya sasaran Yyang ‘ingin dicapai sejak semula, seperti
pemindahan hak dalam akad jual-beli, dan akad-ini bersifat mengikat bagi
pihak-pihak yang berakad, tidak boleh-dibatalkan kecuali disebabkan hal-
hal yang dibenarkan syara’, seperti terdapat cacat pada obyek akad atau
akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad.?

Selain itu, setiap akad dipastikan memiliki 2 dampak, yaitu umum
dan khusus. Dampak umum yaitu segala sesuatu yang mengiringi setiap
atau sebagian besar akad baik dari segihukum maupun hasil. Dampak
khusus adalah hukum akad, yakni dampak asli dalam pelaksanaan suatu

akad atau maksud utama dilaksanakannya suatu akad.

2Wahbah Az-zuhaili, Figih IslamWa Adillathuhu, Jilid V/, Penerjemah : Abdul Hayyie
Al-Kattani, (Jakarta :Gema Insani,2011) 106.
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Maka dari itu jelaslah bahwa akibat atau dampak dari suatu akad

yaitu dampak yang hendak dicapai, atau juga dikatakan maksud utama dari

pelaksanaan akad yang hendak dicapai dari hasil akad tersebut dan akibat

hukum dari pelaksanaan akad tersebut, seperti pembeli memperoleh

barang karena melakukan akad.

Berakhirnya sebuah Akad

Akad akan berakhir apabila memiliki karakteristik seperti ini :*°

a. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu tidak bersifat
mengikat.

b. Berakhir nya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki
tenggang waktu. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia
dalam hal ini para Ulama figh 'menyatakan bahwa tidak semua akad
otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang
melaksanakan akad. Akad yang melaksanakan akad, diantaranya
adalah akad sewa menyewa.

c. Dalam akad yang bersifat mengikat suatu akad bisa dianggap berkahir
jika;

d. Jual beli itu bersifat mengikat fasad, seperti terdapat unsur-unsur
tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.

e. Berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar rukyah.

f. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dan

g. Tercapainya tujua akad itu secara sempurna.

% 1bid, 109.
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B. Jual Beli dengan Sistem Titip Jual (Konsinyasi)

1. Pengertian Konsinyasi

Konsinyasi adalah suatu perjanjian dimana pihak yang

mempunyai barang dagangan menyerahkan sejumlah barangnya

kepada pihak lain untuk dijualkan dengan memberikan sejumlah

komisi kepada pihak yang menjualkan.** Penjualan Konsinyasi adalah

merupakan suatu jenis penjualan dengan cara menitipkan barang

dagangan kepada pihak lain untuk dijualkan. Dalam kamus besar

Bahasa Indonesia, penjualan konsinyasi disebut juga dengan penjualan

titipan, kegiatan penitipan barang dagangan kepada agen atau orang

untuk dijualkan dengan pembayaran kemudian (jual titipan).** Pada

dasarnya semua penjualan konsinyasi tersebut adalah:

a.

b

C.

d.

Unsur perjanjian

Unsur pemilik barang

Unsur pihak yang dititipi barang
Unsur barang yang dititipkan
Unsur penjulan

Unsur komisi

Mengabaikan salah satu unsur tersebut akan membuat

transaski tidak dapat disebut penjualan konsinyasi, oleh karena itu

seluruh unsur tersebut harus ada pada saat penjualan konsinyasi.

31 Arifin, Pokok-Pokok Akutansi Lanjutan, Ed. Revisi Ke-3, Cet. Ke-4, (Yogyakarta:

Leberty, 2012), 47.

%2 pysat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT. Gramedia

Pusat Utama, 2018), 127.
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Dalam hubungan penjualan konsinyasi tersebut, pemilik barang
disebut pengamat (consignor) dan pihak yang dititipkan barang
disebut sebagai komisioner (consignee), barang yang dikirim
pengamanat atas penjualan konsinyasi disebut barang konsinyasi,
sedangkan barang yang diterima oleh komisioner atas penjualan
konsinyasi disebut barang komisi.

Pengamat (consignor) menetapkan komisioner (consignee)
sebagai pihak yang bertanggung jawab atas barang-barang yang
diserahkan kepadanya sampai barang-barang itu terjual kepada
pihak ketiga. Atas penjualan barang-barang ini, pihak komisioner
menyerahkan hak atas barang-barang ini dan juga hasil
penjualanya. Pihak komisioner tidak memiliki kewajiban terhadap
pihak pengamat selain tanggung jawab atas. barang-barang yang
diserahkan-kepadanya.** Penjualan‘konsinyasi memiliki hak milik
perbedaan dengan penjualan biasa. Pada penjualan biasa,
umumnya hak milik barang tetap berada ditangan pengamat. Hak
milik baru berpindah tangan jika barang telah terjual oleh
komisioner kepada pihak lainnya.

Perbedaan yang lain adalah dalam hal biaya operasi yang
berhubungan dengan barang yang dijual. Dalam transaksi
penjualan reguler, semua biaya operasi yang berhubungan dengan

barang yang dijual ditanggung sendiri oleh pihak penjual.

%% Allan R. Drebin, Advanced Accounting (Akuntasi Keuangan), ahli bahasa oleh Freddy
Sarangih, et.al. Cet.Ke-1 1991, (Jakarta: Erlangga), 158.
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2. Pihak-pihak Konsinyasi

a. Konsinyor (Consignor) adalah pihak yang memiliki barang.
b. Konsinyi (Consignee) adalah pihak yang mengusahakan penjualan
barang.
1) Alasan Konsinyor
a) Memungkinkan produsen memproleh daerah pemasaran
yang lebih luas, terutama: barang baru, barang mahal, harga
berfluktuasi.
b) Memproleh spesialis penjualan.
c) Harga jual eceran dapat dikendalikan.
2) Alasan Konsinyi
a) Terlepas dari'resiko kegagalan penjualan barang
b). Resiko kerusakan fisik dan fluktuasi harga dapat dihindari
c)Kebutuhan modal kerja berkurang

3. Sistem Operasi Penjualan Konsinyasi

Dalam melakukan penjualan konsinyasi, pengamat dan komisioner
harus membuat perjanjian terlebih dahulu. Adapun isi perjanjian
tersebut, antara lain: *

a. Beban-beban pengeluaran komisioner yang akan ditanggung

oleh pengamat. Misalkan seperti beban pengangkutan, beban
reparasi, beban pekerja, beban sewa gudang, dan lain

sebagainya.

% Ibid, 160.

27



f.

28

Kebijaksanaan harga jual dan syarat kredit yang harus
dijalankan oleh komisioner atas intruksi dari pengamanat.
Komisi atau keuntungan yang akan diberikan oleh pengamanat
kepada komisoner.

Laporan pertanggung jawaban oleh komisioner kepada
pengamat yang dilakukan secara berkala atas barang-barang
yang sudah terjual dan pengiriman uang hasil penjualan
tersebut.

After sales service (garansi) yang harus ditanggung oleh
pengamat atas barang-barang yang telah dijual oleh
komisioner.

Hal-hal yang dianggap perlu oleh kedua belah pthak.

4. . Hak dan Kewajiban dari Komisioner

a. Hak pihak Komisioner (Consignee)smemiliki beberapa hak dalam

penjualan konsinyasi. Yaitu pihak komisioner (Consignee) berhak

memproleh penggantian atas pengeluaran yang dibutuhkan yang

berkaitan dengan barang konsinyasi dan juga berhak memproleh

imbalan atas penjualan produk konsinyasi. Pengeluaran yang

dibutuhkan tergantung pada sifat ataupun jenis produk konsinyasi,

yang meliputi pengangkutan, asuransi, pajak, penyimpanan,

penanganan, reparasi di bawah garansi, dan beberapa pengeluaran

lain yang biasanya ditanggung oleh pihak pengamat (Consignee).
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b. Kewajiban pihak Komisioner (Consignee) sebagai penerima

amanat dalam penjualan konsinyasi, komisioner (Consignee)

memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, diantaranya:

1)

2)

3)

4)

Berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menjualkan barang
konsinyasi tersebut dengan harga dan persyaratan-persyaratan

yang ditetapkan dalam perjanjian.

Pihak komisioner harus melindungi barang-barang pihak
pengamat dengan cara yang baik, menjaga keamanan dan
keselamatan  barang-barang konsinyasi dari  Kkecurian,

kebakaran, kerusakan, dan resiko fisik lainnya.

Mengelola secara fisik. maupun akuntasi “terhadap barang-

barang konsinyasi agar mudah di identifikasi.

Pihak “komisioner ~ harus mengirimkan laopran berkala
mengenai kemajuan penjualan barang konsinyasi. Laopran ini
berisi informasi mengenai barang konsinyasi yang diterima,
barang konsinyasi yang dijual, harga jual, biaya penjuakan,

jumlah yang terhutang dan jumlah uang yang dikirim.

Beberapa kewajiban diatas, komisioner juga diberi

kepercayaan oleh pengamanat untuk mengumpulkan atau

menerima uang hasil penjualan barang konsinyasi. Setelah uang

dikumpulkan dan setelah diadakan penyesuain terhadap biaya-
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biaya yang telah dikeluarkan olehnya, uang hasil penjualan

tersebut baru disetorkan kepada pengamat.

Apabila komisioner lebih dahulu mengeluarkan sejumlah
uang untuk membayar biaya-biaya yang berhubungan dengan
barang konsinyasi, amaka komisioner berhak untuk meminta ganti
atas pengeluaran uang tersebut.

5. Konsinyasi Dalam Hukum Islam

Dalam Islam kegiatan perdagangan vyaitu haruslah mengikuti
kaidah-kaidah dan ketentuan yang telah ditetpkan oleh Allah. Akitifitas
perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang
digariskan oleh agama mempunyai nilai ibadah. Usaha perdagangan yang
didalamnya terkandung tujuan-tujuan tata nilai samawi merupakan
pembeda-dengan pola perdagangan lainnya yang-tidak Islami. Watak ini
menjadi karakteristik dasar yang menjadi titik utama pembeda antara
kegiatan perdagangan Islam dengan perdagangan lainnya, Yyaitu
perdagangan dan dilakukan atas dasar prinsip kejujuran, yang didasarkan
pada sistem nilai yang bersumber dari agama Islam.

Nabi Muhammad telah meletakkan dasar-dasar moral, managemen
dan etos kerja mendahului zamannya dalam melakukan perniagaan atau
perdagangan. Dasar-dasar etika dan managemen bisnis tersebut telah
mendapat legitimasi keagamaan setelah beliau diangkat menjadi Nabi.
Prinsip-prinsip bisnis yang diwariskan semakin mendapat pembenaran

akademisi dipenghubung abad ke-20 atau awal abad ke-21. Prinsip bisnis
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modern, seperti tujuan pelanggan, pelayanan yang unggul, kompetensei,
efeisiensi, transparansi, dan persaingan yang sehat, semuanya telah
menjadi gambaran pribadi, dan etika bisnis prinsip Muhammad SAW
ketika ia muda *.

Ada beberapa akad yang dapat digunakan dalam praktik kerjasama
konsinyasi antara lain :

a. Akad Mudharabah

Mudharabah merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika
nasabah sebagai pemilik dana atau modal yang biasa disebut shahibul
maal sebagai penyedia modal 100% kepada pengelola yang biasa disebut
dengan mudharib untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat
bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara'mereka menurut
kesepakatan yang ditentukan sebelumnya. dalam akad (yang besarnya
dipengaruhisoleh-kekuatan pasar). Apabila terjadi kerugian karena proses
normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan
pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal,
sedangkan kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan.
Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola,
maka pengelola bertanggunng jawab sepenuhnya. Pengelola tidak ikut
menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahlianya, dan juga
tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana

hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur

Al Yafie, Figih Perdagangan Bebas, (Bandung: Mizan, 2003), Cet. Ke-1, h.11
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dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesediaan pemilik dana
untuk memegang resiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk
mendapat bagian dari keuntungan.*

1) Rukun Mudharabah

Menurut Karim tahun 2014 faktor-Faktor yang harus ada (rukun)
dalam akad mudharabah adalah sebagai berikut:

a) Pelaku
Faktor pertama yaitu pelaku artinya pemilik modal (shahib al-

mal) maupun pelaksana usaha (mudharib atau amil) dalam akad
mudharabah harus ada minimal dua pelaku jika tidak ada dua pelaku
ini, maka akad mudharabah tidak ada.
b) Objek mudharabah
Faktor yang kedua 'yaitu. objek. Objek mudharabah ini
merupakan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku.
Pemilik modal ‘menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah,
sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek
mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang,
sedangkan yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan,
selling maupun skill, dan lain-lain.
¢) Persetujuan kedua belah pihak
Faktor ketiga yaitu bersetujuan atau ijab-gabul. Yakni persetujuan

kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraddin

% sadono Sukirno, Makro Ekonomi: Pengantar Teori. (Jakarta: Raja Grafindo Perdana).
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mikum (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela
bersepakat untuk untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si
pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana,
sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya yaitu untuk

mengkontribusikan kerja.

d) Nisbah keuntungan
Faktor keempat yakni nisbah keuntungan, hal ini mencerminkan
imbalan yang berhak diterima olen kedua pihak. Mudharib
mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul-mal mendapat
imbalan atas penyerahan modalnya.*’
2) Syarat Mudharabah
Dalam fatwa DSN No.07/DSN-MUI/1V/2000 tentang - mudharabah
dengan syarat sebagai berikut:
1) Penyedia dana dan pengelola harus cakap*hukum
2) Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk
menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak, dengan

memperhatikan hal-hal:

a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukan
tujuan kontrak.

b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespodensi atau

dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

¥ Adiwarman A Karim, Pengaruh Bagi Hasil dan Suku Bunga Terhadap Simpanan
Mudharabah.(Jakarta: Erlangga, 2014), h.56
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3) Modal ialah sejumlah uang dan / asset yang diberikan oleh penyedia
dana kepada mudharib untuk tujuan usaha, dengan syarat:

a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Artinya
apabila modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut
harus dinilai pada waktu akad.

c) Modal tidak berbentuk piutang dan harus dibayarkan
kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak,
sesuai dengan kesepakatan dalam akad.*®

b. Akad Wakalah Bil Ujrah

Wakalah termasuk salah satu akad yang menurut kaidah Figih Muamalah
adalah akad yang dapat diterima. **/Al-Wakalah dalam pengertian lain, yaitu
pelimpahan kekuasaan oleh seseorang yang disebut sebagal pihak pertama
kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam melakukan sesuatu berdasarkan
kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, akan tetapi apabila
kuasa itu telah di laksanakan sesuai yang disyariatkan atau ditentukan maka
semua resiko dan tanggung jawab atas perintah tersebut sepenuhnya menjadi
pihak pertama atau pemberi kuasa.*’

Wakalah dalam praktik pengiriman barang terjadi ketika atau menunjuk

orang lain atau untuk mewakili dirinya mengirim sesuatu. Orang yang di

%8 M. Echols Jhon dan Hasan Shadily, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi
Islam. (Jakarta: PT. Gramedia, 1995), h.45

%% Hendi Suhendi, Figih Muamalah, ( Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 231.

0 Rhesa Yogaswara, Konsep Wakalah Dalam Figh Muamalah dalam
http://VIEWIslam.Wordpress.com//2009/04/16.
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minta di wakilkan harus menyerahkan barang yang akan dia kirimkan untuk
orang lain kepada yang mewakili dalam suatu kontrak. Wakalah dengan
imbalan disebut dengan Wakalah bil-ujrah, bersifat mengikat dan tidak boleh
di batalkan secara sepihak. **

Berdarkan definisi-definisi di atas, dapat diismpulkan bahwa al-wakalah
ialah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan
sesuatu, dan perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.
Wakalah diisyaratkan dalam Islam karena manusia memerlukannya dan
karena tidak semua manusia memiliki kemampuan untuk menekuni dan
menguasai segala urusannya. Untuk itu, ia memerlukan pendelegasian kuasa
atau wewenang kepada orang lain atas nama dirinya.

Akad wakalah bisa dilakukan dengan sistem gratis atau dengan sistem
upah @ lin), berdasarkan tindakan Rasulullah SAW yang.pernah mengadakan
perwakilan dengan-kedua sitem tersebut.w/Apabila akad wakalah dilakukan
dengan sistem upah, maka upah disyariatkan harus jelas (ma ’lum).42 Demikian
wakalah dengan upah sebagai imbalan suatu pekerjaan yang telah
dilakukannya disebut wakalah bil ujran. Dalam memberikan upah harus
sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan. Jika menurut kebiasaan tidak perlu
memberikan upah, berarti akad wakalah kembali pada hukum asalnya yang

bersifat rabarru’. Karena akibat hukum dari berlakunya syarat tertentu pada

*1 Sri Nurhayati-Wasilah, Akuntasi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat,
2014), 254.
*2 Tim Lascar, Metodologi, 215.
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wakalah (wakalah bil ujrah) ialah bahwa akad tersebut menjadi bersifat

mengikat.*

3

1) Rukun dan Syarat Wakalah

a.
1)
2)
3)
4)
b.

1)

2)

3)

4)

Rukun Wakalah

Muwakkil (orang yang mewakilkan/melimpahkan kekuasaan)
Wakil (orang yang menerima perwakilan)

Muwakkal fih (sesuau yang diwakilkan)

Shighat ijab gabul (ucapan serah terima) *

Adapun Syarat Wakalah adalah sebagai berikut:

Muwakil (orang yang mewakilkan/melimpahkan kekuasaan),
dinggep sah oleh syariat dalam menjalankan apa yang telah ia
wakilkan.

Wakil (orang yang menerima perwkilan), dianggep sah oleh syaria
dalam menjalankan sesuatu yang diwakilkan kepadanya.

Muwakkal figh'(sesuatu yang diwakilkan), pertama, bisa digntikan
kepada orang lain, kedua milik muwakil pada saat pemberian
kuasa, dann ketiga diketahui oleh kedua belah pihak.

Shighat ijab gabul (ucapan serah terima), harus berupa ucapan atau
tulisan yang menghindikasikan kerelaan.

Dalam konteks hukum Islam mengenal asas-asas hukum

perjanjian/akad. Adapun asas-asas itu adalah kebebasan da kejujuran,

tertulis. Yang artinya dalam suatu akad tidak boleh ada unsur paksaan,

“3pascara, Akad, 106.

4 Mardani, Hukum Sistem, 134.
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kekhilafan, dan penipuan, harus senantiasa mendatangkan keuntungan
yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi

salah satu pihak, tidak ada unsur paksaan atau tekanan. *°

2) Macam-Macam Wakalah

Menurut Ayub, terdapat tiga macam wakalah, yaitu sebagai berikut:

a. Al-Wakalah al-khosshoh, adalah prosesi pendelegasian wewenang
untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik.
Dan spesifikasinyapun telah jelas, seperti halnya membeli Honda
tipe X atau menjadi advokad untuk menyelesaikan kasus tertentu.

b. Al-Wakalah al-ammah, adalah prosesi pendegelasian wewenang
bersifat umum, tanp adanya spesifikasi. Seperti berikanlah aku
mobil apa saja yang kamu mau.

Cc. “Al-Wakalah al-muqoyyadoh dan al-wakalah 'mutlagoh, adalah akad
dimana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-
syarat tertentu. Misalnya jual mobilku dengan harga 100 juta jika
kontan dan 150 juta jika kredit.

Sedangkan al-wakalah dimana wewenang dan wakil tidak dibatasi
dengan syarat atau kaidah tertenu, misalnya jual lah mobil ini tanpa
menyebutkan harga yang diinginkan.

Dalam prinsip syariah, wakalah dibedekan yaitu:*

45 Gemala Dewi, Dkk, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2005), 30-37.

“® Irma Devita Purnamasari, Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas,
Mudabh, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah, (Bandung: Kaifa, 2011), 148.
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Al-Wakalah Al-Muthlagah

Adalah mewakilkan secara mutlak tanpa batas waktu dan untuk
segala urusan. Dalam hukum positif, sering dikenal dengan istilah
kuasa luas, yang biasanya digunakan untuk mewakilkan segala
kebutuhan pemberi kuasa dan biasanya hanya untuk perbuatan
pengurusan.
Al-Wakalah Al-Mugayyadah

Adalah penunjukkan wakil untuk bertindak atas namanya dalam
urusan-urusan tertentu. Dalam hukum positif, hal ini dikenal sebagai
kuasa khusus dan biasanya hanya untuk satu perbuatan hukum.
Al-Wakalah Al-Ammamah

Adalah perwakilan yang lebih luas dari al-mugayyadah tetapi
lebih sederhana daripada al-muthlagah. Biasanya kuasa ini untuk
perbuatan pengurusan sehari-sehari

Berdasarkan jenis-jenis dari wakalah tersebut akan dapat
terimplementasi dalam akad-akad yang ada di masyarakat. Akad
wakalah sudah menjadi bagian penting dalam transaksi-transaksi. Oleh
sebab itu dalam pelaksaannya harus benar-benar diperhatikan
aturannya menurut syariat. Setiap kegiatan wakalah dalam
implementasinya mendapat bentuk yang berbeda-beda dalam
kegiatannya. Oleh sebab itu harus dipahami benar-benar dan di

identifikasi masing-masing dari jenis-jenis akad wakalah tersebut. *’

*" Indah Nuhyatia, Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah, 98-99.
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Berakhirnya Akad Wakalah

Akad Wakalah akan berakhir jika ada hal-hal sebagai berikut:

a. Matinya salah seorang dari yang berakad karena salah satu syarat
sah akad adalah orang yang masih hidup.

b. Bila salah seorang yang berakad gila, karena syarat sah akad salah
satunya orang yang berakad mempunyai akal.

c. Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud, karena jika telah
berhenti, dalam keadaan seperti ini al-wakalah tidak berfungsi lagi.

d. Pemutusan oleh orang yang mewakili terhadap wakil sekalipun
wakil belum mengetahui (pendapat Syafi’ dan Hambali),
sedangkan menurut Madzab Hanafi wakil wajib mengetahui hal itu,
maka tindakannya. itu tak ubah seperti sebelum.diputuskan, untuk
segala hukumannya.

e. Wakilsmemutuskan sendiri, menurut,Mazhab Hanafi tidak perlu
orang yang mewakili mengetahui pemutusan dirinya atau tidak
perlu kehadirannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan.

f. Keluarnya orang yang mewakili dari status kepemilikan.

Hikmah Wakalah

Pada hakikatnya Wakalah merupakan pemberian dan
pemeliharaan amanat. Oleh karena itu, baik muwakkil (orang yang
mewakilkan) dan wakil (orang yang mewakili) yang telah melakukan

kerjasama atau kontrak wajib bagi keduanya untuk menjalankan hak
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dan kewajiban, saling percaya, dan menghilangkan sifat curiga dan
buruk sangka. Dari sisi lain, dalam wakalah terdapat pembagian tugas,
karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjalankan
pekerjaanya dengan dirinya sendiri. Dengan mewakilkan kepada orang

lain, maka munculah sikap tolong menolong dan memberikan

pekerjaan bagi orang lain yang sedang mengganggur, dengan
demikian, si muwakkil akan terbantu dengan menjalankan

pekerjaannya dan si wakil tidak kehilangan pekerjaannya.

c. Akad Ju’alah

Kata ju’alah secara bahasa artinya mengupah, secara syar’i

sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq:

Y | - -

Artinya: “sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga

kuat dapat diperoleh”.

Istilah ju’alah dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh para
fugaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan
barangnya yang hilang, mengobati orang yang sakit, atau seseorang
yang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi, ju’alah bukanlah hanya
terbatas pada barang yang hilang namun setiap pekerjaan yang dapat

menguntungkan seseorang.*®

“Abdul Rahman Ghazaly, Figih Muamalah (Jakarta: Kencaana Prenada Media Grup,

2012), 70.

40



41

Mazhab Maliki mendefinisikan ju'alah sebagai suatu upah yang
di janjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dapat
dilaksanakan oleh seseorang. Madzab Syafi’i mendefinisikan ju’alah
dengan “seseorang yang menjanjikan suatu upah kepada orang yang
mampu memberikan jasa tertentu kepadanya”. Definisi yang di
kemukakan Mazhab Maliki menekankan ketidakpastian berhasilnya
perbuatan yang diharapkan, sedangkan madzhab Syafi’i menekankan
segi  ketidakpastian orang yang melaksanakan pekerjaan yang
diharapkan. Mazhab Hanafi dan Hambali tidak membuat definisi tertentu
terhadap ju’alah, meskipun mereka melakukan pembahasan tentang

ju’alah dalam kitab-kitab fikih.*

Menurut Kompilasi Hukum  Ekonomi Syariah, ju’'alah adalah
perjanjian—imbalan dari pihak pertama kepada pihak kedua atas
pelaksanaan suatu-tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua

untuk kepentingan pihak pertama.*

1) Rukun dan Syarat Ju’alah
Rukun ju’alah ada empat yaitu, kedua belah pihak yang
berakad (agidain), ucapan (shighat), pekerjaan, upah (iwadh).
Adapun syarat ju 'alah adalah:
a) Kedua belah pihak yang berakad harus dengan syarat:

1) Pihak penyelenggara adalah orang yang bebas

* Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve,
2003), 817.
**Mardani, Figih Ekonomi Syariah (Jakarta: Prenada Media grup, 2012), 314.
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dalam mengalokasikan harta benda. Maka tidak

sah pelaku dari golongan anak kecil, orang gilaatau

orang yang mengalokasikannya terbatasi sebab
tidak cakap dalam mengelola harta.

2) Merupakan inisiatif dari pihak penyelenggara,
bukan atas unsur paksaan.

3) Pengikut sayembara mengetahui adanya sayembara
tersebut.

4) Pengikut sayembara yang ditentukan termasuk
kategori orang yang cakap untuk melakukan
pekerjaan.

b) Ucapan dengan syarat :

Madzab Maliki, Syafi‘i dan Hambali berpendapat,
bahwa agar perbuatan-hukum yang dilakukan dalam
bentuk ju’alah itu dipandang sah, harus ada ucapan
(shigat) dari pihak yang menjanjikan upah atau hadiah,
yang isinya mengandung izin bagi orang lain untuk
melaksanakan perbuatan yang di harapkan dan jumlah
upah yang jelas tidak seperti iklan dalam surat kabar yang
biasanya tidak menyebutkan imbalan secara pasti. Ucapan
tidak mesti keluar dari orang yang memerlukan jasa itu,
tetapi boleh juga dari orang lain seperti wakilnya, anaknya

atau bahkan orang lain yang tersedia memberikan hadiah
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atau upah. Kemudian ju’alah dipandang sah, walaupun
hanya ucapan ijab saja yang ada, tanpa ucapan gabul

(cukup sepihak).>*

c) Pekerjaan

Pertama Pekerjaan yang ditawarkan memiliki
tingkat kesusahan, maka tidak ada upah bagi
pekerjaan yang tidak ada beban seperti ucapannya
siapa yang menunjukan harta saya, maka dia
mendapat begini, lalu ditunjukan hartannya yang
ada di tangan orang lain sebab apa yang di
bebankan kepadannya tidak perlu ada bayarannya.

Kedua Pekerjaan yang di tawarkan kepadanya
bukan satu pekerjaan yang wajib bagi si pekerja secara
syar’s, jika <« wajib secara syar’i lalu dia
mengembalikannya, maka dia tidak berhak mendapat
upah, jika dia mengatakan siapa yang mengembalikan
hartaku, maka dia mendapat begini, kemudian
dikembalikan oleh orang yang memang wajib untuk
mengembalikannya karena dia seorang perampas dan
yang lainnya, maka dia tidak berhak mendapat upah
yang telah disebutkan sebab sesuatu yang wajib baginya

secara syar’i tidak ada upah jika dikerjakan.

> Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka,
2010), 374.
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d) Upah

Upah dalam ju’alah harus memenuhi syarat
sebagai berikut: Pertama, upah yang dijanjikan
harus berupa sesuatu yang bernilai harta dan dalam
jumlah yang jelas. Jika upah berbentuk barang
haram maka ju ‘alah tersebut batal. Kedua, bayaran
itu harus diketahui dan ada pengetahuantentangnya.
Ketiga, upah tidak boleh disyaratkan diberikan di
muka (sebelum pelaksanaan ju’alah ). Jumhur
ulama tidak memberikan batasan waktu maksimal
dan minimal. Ulama Hanafiyah tidak menetapkan
pekerjaan tentang awal waktu akad, sedangkan
ulama Syafi’iyah mensyaratkan waktu sebab jika
tidak dibatasi hal.itu"menyebabkan tidak diketahui
oleh awal waktu yang dipenuhi.

Ketentuan Syari’ah :

1) Pihak yang membuat sayembara : cakap

hukum, baligh, berakal.

2) Objek yang dikerjakan harus mengandung
manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan
sesuai syari’ah

3) Hadiah yang diberikan harus sesuatu yang

bernilai (harta) dan jumlahnya harus jelas
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Sah dengan ijab saja tanpa adanya qobul.

2) Berakhirnya Akad Ju’alah

Ulama madzab Maliki, Syafi’i dan Hambali memandang
akad ju’alah sebagai perbuatan suka rela. Menurut mereka baik
pihak pertama (ja’il) maupun pihak kedua (yang melaksanakan
pekerjaan) dapat membatalkan akad. Namun mereka berbeda
pendapat tentang kapan bolehnya melakukan pembatalan akad
tersebut. Madzab Maliki berpendapat bahwa ju’alah hanya dapat
dibatalkan oleh pihak pertama sebelum pihak kedua
melaksanakan pekerjaan. Sementara itu, madzab Syafi’i dan
Hambali berpendapat, pembatalan itu dapat dilakukan oleh salah
satu pihak setiap, waktu selama pekerjaan itu belum selesai.
Apabila salah satu pihak membatalkan ju alah.sebelum pekarjaan
dilaksanakan, maka keadaanwini tidak memunculkan akibat
hukum. Artinya pihak kedua tidak berhak terhadap upah yang
dijanjikan karena pekerjaan belum dilaksanakan. Apabila pihak
pertama membatalkan ju’alah ketika pekerjaan sedang
berlangsung menurut madzab Syafi’i dan Hambali, pihak pertama
wajib membayar upah kepada pihak kedua, sesuai dengan volume

dan masa kerja yang telah dilaksanakannya.

°2Sri Nuhayati, Akutansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 277.
5% Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve,

2003), 819.
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3) Hikmah Ju’alah
Ju’alah merupakan pemberian penghargaan kepada
orang lain berupa materi karena orang itu telah bekerja dan
membantu mengembalikan sesuatu yang berharga. Baik
berupa materi (barang yang hilang) atau mengembalikan
kesehatan atau membantu seseorang menghafal al-qur an.

Hikmah yang dapat dipetik dengan ju’alah diantaranya

adalah:

a) Memperkuat persaudaraan dan persahabatan.

b) Menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya
tercipta sebuahkomunitas yang saling tolong menolong
dan bahu-membahu.

Terbangun suatu semangat dalam  melakukan  sesuatu bagi

pekerja.>

> Abu Azam al-Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer (Depok: Rajawali Press, 2017), 205.
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